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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun
penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab
terdahulu, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku
tindak pidana narkotika merupakan perlindungan hukum kepada
bangsa dan negara dari peredaran gelap narkotika. Penjatuhan pidana
mati dimaksudkan untuk mencegah adanya peredaran gelap narkotika
dari dalam lembaga pemasyarakatan dan untuk mencegah adanya
regenerasi baik dari dalam maupun dari luar lembaga pemasyarakatan.
Sehingga salah satu cara untuk memutus mata rantai peredaran gelap
narkotika adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelaku
tindak pidana narkotika.

2. Pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana
narkotika belum memenuhi aspek perlindungan individu karena
dengan adanya pidana mati maka tamatlah riwayat orang dan tidak ada
lagi waktu untuk memperbaiki diri dan memberikan pendidikan
kepadanya. Dengan demikian, penjatuhan pidana mati terhadap pelaku
tindak pidana narkotika belum memenuhi aspek perlindungan individu,
penjatuhan pidana mati baru memenuhi aspek perlindungan

masyarakat saja.
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B. Saran

1. Pemerintah
Pemerintah diharapkan tegas mengatur mengenai eksekusi terpidana
mati karena dikhawatirkan semakin lama pengaruh buruk dari
kejahatan yang dilakukan oleh terpidana mati menular atau
mempengaruhi terpidana lain yang tingkat kejahatannya masih rendah
serta untuk mencegah adanya pengaturan peredaran narkotika dari
Lembaga Pemasyarakatan (LP).

2. Hakim
Hakim dalam menjatuhkan pidana mati harus selektif, jeli dan teliti
karena pidana mati yang dijatuhkan tidak dapat diperbaiki lagi apabila
dikemudian hari terbukti bahwa putusan hakim tersebut keliru atau
terjadi peradilan yang sesat.

3. Masyarakat
Masyarakat haruslah menumbuhkan kesadaran dalam diri mengenai
pentingnya peranan masyarakat dalam menjalankan dan mentaati
segala peraturan hukum yang berfungsi untuk mengurangi perbuatan-
perbuatan tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat

khususnya dalam hal tindak pidana narkotika.
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